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ABSTRAK 

 

KEABSAHAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGADILAN DALAM 

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR 

BIASA PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM 

 

Penelitian tentang Permohonan Penetapan Pemanggilan Dan Penyelenggaraan RUPS Luar 

Biasa setelah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir adalah  bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan hukum tentang pihak yang berwenang untuk memanggil dan 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Anugrah Mitra 

Boga Abadi dalam hal masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Dengan 

berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang ditentukan dalam Anggaran 

Dasar PT Anugrah Mitra  Boga Abadi, maka kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan 

penyelenggaraan RUPS tidak dapat lagi dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 

Pemegang Saham yang meminta menyelenggarakan RUPS dapat melakukan pemanggilan 

dan penyelenggaraan RUPS, namun pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS harus sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. Pada kasus PT Anugrah Mitra Boga Abadi, pada 

awalnya salah satu Pemegang Saham PT Anugrah Mitra Boga Abadi yang juga merangkap 

sebagai Komisaris melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan (RUPSLB) tanpa 

mengajukan permohonan penetapan Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB terlebih 

dahulu ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT Anugrah 

Mitra Boga Abadi. Penyelenggaraan atas RUPSLB yang dilakukan oleh salah satu pemegang 

saham tersebut ternyata tidak tercapai suara bulat diantara Para Pemegang Saham. Oleh 

karena itu Pemegang Saham PT Anugrah Mitra Boga Abadi yang meminta dilakukan 

Penyelenggaraan RUPSLB mengajukan Permohonan Penetapan Pemanggilan dan 

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi ke Pengadilan Negeri 

Surabaya. Tetapi permohonan penetapan Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB PT 

Anugrah Mitra Boga Abadi ke Pengadilan Negeri Surabaya itupun juga mendapatkan 

pertentangan dari mantan Direksi yang juga sebagai Pemegang Saham lainnya dengan 

mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap mantan Komisaris yang juga 

merangkap sebagai Pemegang Saham yang meminta penyelenggaran RUPS Luar Biasa 

tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya padahal masa jabatannya selaku Direksi telah 

berakhir sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT Anugrah Mitra Boga Abadi. 

 

 

Kata kunci :  RUPS, Direksi, Dewan Komisaris  
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ABSTRACT 

 

THE ACCURACY OF APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE 

COURT IN THE OPERATION OF THE GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS 

REGULAR COMPANY LIMITED BY SHAREHOLDERS 

 

Research on Application for Order of the Notice and Holding of Extraordinary General 

Meeting of Shareholders after the tenure of Board of Directors and Board of Commissioners 

ends with the aim of knowing law enforcement about the parties authorized to summon and 

convene the Extraordinary  General Meeting of Shareholders (Extraordinary General Meeting 

of Shareholders in Indonesian is called Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

abbreviated “RUPSLB”) in tenure of the Directors and Commissioners have expired. With 

the tenure of the Board of Directors and the Board of Commissiners terminated in the 

Articles of Association of PT Anugrah Mitra Boga Abadi, the authority to notice and hold the 

General Meeting of Shareholders can no longer be carried out by the Board of Directors and 

Board of Commissioners. Shareholders who request to hold a RUPSLB can notice and hold 

the RUPSLB must be in accordance with the applicable law. In the case of PT Anugrah Mitra 

Boga Abadi, initially one of the Shareholders of PT Anugrah Mitra Boga Abadi who also 

concurrently served as the Commissioner invited and held RUPSLB without submitting an 

application for the Order of  Notice and Hold first to the District Court whose jurisdiction 

covers the domicile PT Anugrah Mitra Boga Abadi. The implementation of the RUPSLB 

conducted by one of the shareholders apparently did not get a unanimous vote. Therefore the 

Shareholders of PT Anugrah Mitra Boga Abadi who requested that the RUPSLB be held 

submitted an Application for the Order of the Notice and Hold of the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders of PT Anugrah Mitra Boga Abadi to the Surabaya District Court. 

But the application for the Order of the Notice and Hold of RUPSLB PT Anugrah Mitra Boga 

Abadi to the Surabaya District Court also received opposition from the former Director who 

was also other Shareholders by submitting a Lawsuit Against former Commissioner who also 

doubled as Shareholders requesting the holding of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders to the Surabaya District Court even though the term of office as the Director has 

expired as determined in the Articles of Association of PT Anugrah Mitra Boga Abadi. 

 

 

Keywords : RUPS, Directors, Board of Commissioners 
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RINGKASAN 
 

KEABSAHAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGADILAN DALAM 

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR 

BIASA PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM 

 

 

Bab I  : Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari peneliti 

mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum 

yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan kedalam rumusan 

masalah. Dari rumusan masalah timbul tujuan dari penelitian yang manfaat 

penelitian tersebut akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan 

praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti 

untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika 

penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis 

oleh peneliti. 

 

Bab II : Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah bentuk dari Mekanisme 

Pemanggilan Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Dalam Hal Direksi Dan Dewan 

Komisaris Telah Berakhir Masa Jabatannya. Mengenai setalah habis masa 

jabatannya apakah masih berlaku dalam hal bertindak mewakili Perusahaan oleh 

Direksi dan Dewan Komisaris. 

 

Bab II :  Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah bentuk dari Ratio Decidendi 

Penetapan Pengadilan Negeri  RATIO DECIDENDI PENETAPAN 

PENGADILAN NEGERI NOMOR 216/Pdt.P/PN.Sby jo. PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/Pdt/2019 Yang Menetapkan Perihal 

Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas Oleh 

Pemengang Saham. 

 

Bab IV : merupakan bagian penutup yang dimuat kesimpulan untuk semua permasalahan 
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yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, pembahasan tiap bab diharapkan 

memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematika dan obyektif, 

sehingga akan dapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat dan pada 

akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil kesimpulan yang 

ada. 
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